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QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 15 TAHUN 2OO8

TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA PARIWISATA

BISM I LLAH I RRAH MAN IR RAH IM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa kehidupan masyarakat  Aceh yang Is lami ,  menjunjung t inggi

adat  is t iadat  dan budaya Is lam yang per lu  d i lestar ikan dan

dikembangkan bersamaan dengan pengembangan kepar iwisataan ;

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ser ta untuk

meningkatkan daya sa ing pelayanan par iwisata yang baik  dan

bermutu,  d iper lukan pengaturan dan pengembangan kepar iwisataan

yang ber landaskan Syar i 'a t  Is lam, adat  is t iadat  dan budaya daerah

sebagai  ja t i  d i r i  da lam suasana yang kondusi f ,  te f t ib ,  aman dan

nyaman ;

bahwa seja lan dengan pengaturan kepar iwisataan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang ber laku tentang ret r ibus i

daerah termasuk b idang par iwisata yang merupakan salah satu

sumber pendapatan as l i  daerah,  maka semua jen is  pungutan yang

membebankan pr ibadi  a tau badan usaha,  per lu  d ia tur  kedalam

Q a n u n .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepar iwisataan

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3a27) ;

Undang-Undang Nomor 1B Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retr ibus i

Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1997 Nomor

41,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  indonesia Nomor 3685)

sebaga imana  te iah  d iubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun

c .

2 .

3 .



13.  Peraturan Pemer intah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemer intah Daerah

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a593) ;

14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan

Qanun Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007

Nomor 3,  Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

N o m o r  3 ) .

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

DAN

WALIKOTA LANGSA

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA

PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da lam Qanun  in i  yang  d imaksud  dengan  :

1.  Daerah adalah Daerah Kota Langsa;

2.  Pemer intah Daerah Kota yang selanjutnya d isebut  Pemer intah Kota

adalah Unsur  Penyelenggara Pemer intahan Kota yang terd i r i  a tas

Wal ikota dan Perangkat  Daerah Kota Langsa;

3.  Wal ikota adalah Wal ikota Langsa;

4.  Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah Kota yang selanjutnya d isebut

Dewan Perwaki lan Rakyat  Kota (DPRK) adalah unsur

penyelenggara Pemer intahan Daerah Kota yang anggotanya d ip i l ih

me la lu i  Pemi l i han  Umum.

5.  Dewan Perwaki lan Rakyat  Kota (DPRK) adalah DPRK Langsa;

6.  Sekretar ia t  Daerah adalah Sekretar ia t  Daerah Kota Langsa;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;

B.  Dinas Pemuda,  Olah Raga,  Kebudayaan dan Par iwisata adalah

Dinas Pemuda,  Olah Raga,  Kebudayaan dan Par iwisata Kota

Langsa ;

9.  Kepala Dinas Pemuda,  Olah Raga,  Kebudayaan dan Par iwisata

ada lah  Kepa la  D inas  Pemuda ,  O lah  Raga ,  Kebudayaan  dan

Pariwisata Kota Langsa;

10.  Keis t imewaan Aceh adalah Kewenangan khusus untuk

menyelenggarakan kehidupan beragama, adat  is t iadat ,  pendid ikan,

dan peran u lama dalam menetapkan kebi jakan Daerah;

11.  Maje l is  Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya d isebut  MPU

ada lah  MPU Ko ta  Langsa ;



2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retr ibus i  Daerah (Lembaran Negara

Reoubl ik  Indonesia Tahun 2000 Nonror  246,  Tambahan Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Nomor 40aB);

4.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keist imewaan Propins i  Daerah Is t imewa Aceh (Lembaran Negara

Republ ik  indonesia Tahun 1999 Nomor 172,  Tambahan Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3893) ;

5.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Langsa (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2001 Nomor

83,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4110) ;

6.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2A04 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republ ik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara

Republ ik  Indonesia Nomor 4389) ;

7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemer intahan

Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor

125,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana te lah d iubah untuk kedua kal i  dengan Undang-Undang

Nomor L2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah

(Lembaran Negara Repubt ik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa);

B.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2A04 tentang Per imbangan

Keuangan antara Pemer intah Pusat  dan Pemer intahan Daerah

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor L26,

Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4438) ;

9.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemer intahan Aceh

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4633) ;

l0 .Peraturan Pemer intah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemer intahan dalam bidang Kepar iwisataan kepada

Daerah Tingkat  I  (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1979

Nomor 34,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor

?  1  4 4 \ '
J L  I  t l t

1 1.  Peraturan Pemer intah Nomor 67 Tahun 1996 tentang

Penyelenggaraan Kepar iwisataan (Lembaran Negara Repubt ik

Indonesia Tahun 1996 Nomor 101,  Tambahan Lembaran Negara

Republ ik  Indonesia Nomor 3658) ;

12.  Peraturan Pemer intah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retr ibus i

Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2001 Nomor

119 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor  4139) ;



12.Syar i 'a t  Is lam adalah tuntunan a jaran Is lam dalam semua aspek

keh idupan ;

13.  Par iwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

wisata,  termasuk objek dan daya tar ik  wisata,  set ta  usaha-usaha

yang terka i t  d ib idang par iwisata

14.  Wisata adalah kegiatan per ja lanan atau sebagian dar i  kegiatan

tersebut yang di lakukan secara sukarela sefta bersifat sementara

untuk menikmat i  suatu obyek dan daya tar ik  wisata;

l 5 .W isa tawan  ada lah  o rang  yang  me lakukan  w isa ta ;

16.  Kepar iwisataan adalah segala sesuatu kegiatan yang berhubungan

dengan penyelenggaraan par iwisata;

17.  Produk par iwisata adalah semua komponen dan pelayanan

dest inas i  yang mel iput i  indust r i  par iwisata,  a t raks i  par iwisata,

kawasan dest inas i  par iwisata dan jasa- jasa terka i t  mendukung

kegiatan par iwisata;

18.  Pemasaran adalah upaya memperkenalkan,  mempromosikan ser ta

menjual  produk dest inas i  par iwisata d i  da lam dan luar  neger i ;

19,  Usaha Par iwisata adalah kegiatan yang bef tu juan

menyelenggarakan jasa par iwisata atau mengusahakan objek dan

daya tar ik  wisata,  usaha sarana par iwisata dan usaha la in  yang

terka i t  d i  b idang tersebut ;

20.  At raks i  Par iwisata adalah segala sesuatu yang memi l ik i  daya tar ik

mel iput i  a t raks i  a lam, at raks i  buatan manusia dan at raks i  event

yang menjadi  ob jek dan tu juan kunjungan wisatawan;

21.  Kawasan Par iwisata adalah suatu wi layah dengan potensi  ter tentu

yang d ikembangkan dan d ike lo la  sebagai  sentra l  kegiatan at raks i

dan industr i  par iwisata ;

22.Per i j inan adalah pember ian i j in  o leh Pemer intah Daerah kepada

orang pr ibadi  a tau badan untuk pembinaan,  pengaturan/

pengenda l i an  dan  pengawasan ;

23. I j in  Usaha Par iwisata adalah i j in  operas ional  untuk

menyelenggarakan kegiatan usaha par iwisata;

24.  Pejabat  adalah pegawai  yang d iber i  tugas ter tentu d i  b idang

ret r ibus i  daerah sesuai  dengan peraturan perundang-undangan

yang  be r laku ;

25.  Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mel iput i  perseroan

terbatas,  perseroan komandi ter ,  perseroan la innya,  badan usaha

mi l ik  negara atau badan usaha mi l ik  daerah dengan nama dan

bentuk apapun,  persekutuan,  perkumpulan,  f i rma,  koperas i ,

yayasan atau organisas i  yang se jenis ,  lembaga,  dana pensiun,

bentuk usaha tetap ser ta bentuk usaha la innya;

26.  Retr ibus i  adalah pungutan atas kegiatan usaha par iwisata yang

d r t e t a p k a n  d a ! a m  q a n u n  r n i ;



27. Retribusi Peri j inan tertentu adalah retr ibusi atas kegiatan tertentu

Pemer intah Daerah dalam rangka pember ian i j in  kepada orang

pr ibadi  a tau badan yang d imaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan,  pengendal ian,  dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang/  penggunaan sumber daya a lam, barang,

prasarana,  sarana,  atau fas i l i tas ter tentu guna mel indungi

kepent ingan umum dan menjaga ke lestar ian l ingkungan;

28.Waj ib  Retr ibus i  adalah orang pr ibadi  a tau badan yang menurut

peraturan perundang-undangan Retr ibus i  d iwaj ibkan untuk

melakukan pembayaran ret r ibus i  ;

29.  Masa ret r ibus i  adalah jangka waktu yang lamanya d i te tapkan o leh

Wal ikota sebagai  dasar  untuk menetapkan besarnya Retr ibus i  yang

terh uta ng;

30. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disebut  SPdORD, adalah surat  yang d igunakan o leh waj ib  ret r ibus i

untuk melaporkan objek Retr ibus i  dan waj ib  ret r ibus i  sebagai  dasar

peraturan perundang-undangan ret r ibus i  daerah;

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD

adalah surat  keputusan yang menentukan besarnya jumlah

ret r ibus i  yang terhutang;

32.  Pemer iksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencar i ,

mengumpulkan dan mengelo la data atau keterangan la innya dalam

rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewaj iban ret r ibus i

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ret r ibus i

dae rah ;

33.  Penyid ikan Tindak Pidana Dib idang Retr ibus i  Daerah adalah

serangkaian t indakan yang d i lakukan o leh Penyid ik  Pegawai  Neger i

S ip i l  yang se lanjutnya d isebut  penyid ik ,  untuk mencar i  ser ta

mengumpulkan bukt i  yang dengan bukt i  i tu  membuat  terang

t indakan d ib idang Retr ibus i  Daerah yang teqadi  ser ta menemukan

tersangkanya;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepar iwisataan d i laksanakan berdasarkan n i la i -n i la i

Syar i 'a t  is lam dengan azas manfaat ,  kepent ingan umum, inovasi

sumber daya,  propors ional ,  profes ional ,  t ransparan,  akuntabi l i tas dar i

kepast ian hukum.

Pasal 3

Qanun in i  bermaksud melakukan pembinaan,  pengawasan,  dan

pengendal ian terhadap kepar iwisataan dalam wi layah pemer intah



Kota Langsa menurut  peraturan perundang-undangan yang ber laku

sesuai  dengan tuntunan Syar i 'a t  Is lam.

Pasal 4

Tu juan  da r i  Qanun  in i  ada lah  un tuk  menumbuh  kembangkan  usaha

par iwisata,  ba ik  dar i  segi  ekonomi,  profes ional isme maupun

kebudayaan daerah yang Is lami ,  dengan sasaran :

a .  Melestarrkan,  mendayagunakan mewujudkan dan

memperkenalkan segenap anugerah Al lah SWT dalam bentuk

kekayaan a lam sebagai  keunikan dan daya tar ik  wisata yang

memi l ik i  keunggulan dan daya sa ing yang kuat .

b .  Memupuk rasa c in ta ser ta kebanggaan terhadap tanah a i r  guna

meningkatkan persahabatan antar  daerah dan manca negara.

c .  Member i  arah dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan

terhadap pembangunan dest inas i  par iwisata.

d.  Menggal i  dan mengembangkan potensi  ekonomi,  kewirausahaan,

sos ia l  budaya dan teknologi  komunikas i  mela lu i  kegiatan

keoar iwisataan.

e.  Memper luas pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan

kerja.

f .  Mengopt imalkan pendayagunaan produksi  lokal  dan nasional .

g .  Meningkatkan pendapatan as l i  daerah dalam rangka menunjang

peningkatan kemampuan dan kemandir ian perekonomtan daerah.

h.  Mewujudkan pemanfaatan hasi l -has i l  pembangunan

kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat .

i .  Menumbuh  kembangkan  budaya  dae rah  yang  I s lam i .

l .  Member i  pengawasan dan pengendal ian terhadap pengaruh

budaya luar  yang dapat  merusak agama dan budaya lokal .

k .  Member i  batasan dan ke je lasan terhadap usaha par iwisata yang

dapat  d ikembangkan sesuai  dengan tuntunan a jaran Is lam.

BAB III

SUMBER DAYA PARIWISATA

Pasal 5

Sumber daya Par iwisata dalam pembangunan kepar iwisataan terd i r i

da r i  :

a .  Sumber daya a lam c iptaan ,A l lah SWT, berupa le tak geograf is ,

kepulauan,  laut ,  panta i ,  f lora dan fauna,  sungai ,  danau,  hutan,

ben tang  a lam dan  i k l im .

b.  Sumber daya hasi l  karya manusia berupa hasi l -has i l  rekayasa

sumber daya a lam, perkotaan,  kebudayaan,  n i la i -n i la i  sos ia i

war isan se jarah,  cagar  budaya dan teknologi .



c, Sumber daya manusia berupa kearsipan, kompetensi, komitmen

dan peran sefta masyarakat.

Pasal 6

Pemanfaatan sumber daya par iwisata sebagaimana d imaksud dalam

pasal  5  d i lakukan dengan memperhat ikan :

a .  Pelaksanaan Syar i 'a t  Is lam, n i la i -n i la i  agama,  adat  is t iadat ,

ke lestar ian budaya ser ta n i la i -n i la i  sos ia l  yang berkembang dalam

masyarakat .

b .  Potensi  ekonomi dan kepar iwisataan.

c.  Kelestar ian mutu dan mutu l ingkungan h idup yang berkelanjutan.

d.  Keselamatan,  keamanan,  keter t iban dan kenyamanan wisatawan

dan masyarakat .

e .  Kelangsungan pengelo laan sumber daya par iwisata i tu  sendi r i .

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Set iap penyelenggaraan kepar iwisataan waj ib  untuk :

a .  Menjamin dan ber tanggung jawab terhadap keselamatan,

keamanan,  ketef t iban dan kenyamanan pengunjung dan

masyarakat sekitar.

b .  Memel ihara kebers ihan,  ke indahan dan kesehatan lokasi  kegiatan

ser ta meningkatkan mutu l ingkungan h idup.

c.  Mencegah dampak sos ia l  yang merugikan masyarakat .

d .  Menjamin ter laksananya Syar i 'a t  Is lam dalam akt iv i tas

kepar iwisataan dan mempers iapkan sarana ibadah bagi

pen9un l  ung .

e.  Member i  kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan

ibadah serta menjamin keselamatan serta kesehatannya.

f  .  Membayar  pajak daerah dan ret r ibus i  daerah sesuai  peraturan

perundang-undangan yang ber laku.

BAB V

PERIJINAN

Pasal 8

1.  Set iap orang pr ibadi  dan atau badan yang menyelenggarakan

kegiatan usaha par iwisata waj ib  memi l ik i  i j in  usaha dar i  Wal ikota.

2.  I j in  usaha par iwisata sebagaimana d imaksud pada ayat  (  1)

d ike luarkan o leh Dinas Pemuda,  Olah Raga,  Kebudayaan dan

Par iwisata Kota Langsa atas nama Wal ikota.

3.  Tata cara memi l ik i  i j in  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  akan

diatur  leb ih lan;ut  dengan Peraturan Wal ikota,



4.  I j in  sebagaimana d imaksud dalam ayat  1  ber laku se lama kegiatan

usaha par iwisata beqalan,  dan semua persyaratan masih

terpenuhi  ser ta t idak melanggar  Syar i 'a t  Is lam, dengan kewaj iban

mendaf tar  u lang set iap tahun,

Pasal 9

1.  I j in  usaha par iwisata yang te lah d imi l ik i  sebagaimana d imaksud

pada pasal  B ayat  1 ,  d inyatakan t idak ber laku lag i  apabi la  :

i r  D ip indah  tangankan ;  a tau

b.  Ter jad i  perubahan nama pada perusahaan;  atau

c Ter lad i  perubahan bentuk badan usaha;  atau

d.  Tenadi  perubahan b idang usaha;  atau

c.  Ter jad i  peningkatan k las i f ikas i  b idang usaha par iwisata;

t  Ter jad i  pe langgaran terhadap Syar i 'a t  Is lam dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang ber laku.

2.  Kegiatan usaha par iwisata yang te lah memi l ik i  iz in ,  namun te lah

tenadi  per luasan tempat  usaha,  d iwaj ibkan untuk melaporkan

per luasan tempat  usaha tersebut  kepada Wal ikota;

BAB VI

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 1O

Dengan nama ret r ibus i  usaha par iwisata d ipungut  re t r ibus i  a tas

pelayanan pember ian i j in  usaha par iwisata yang d iber ikan o leh

Pemer intah Kota.

Pasal  11

Ob;ek Retr ibus i  adalah pelayanan pember ian i j in  usaha par iwisata

atau pendaf taran u lang atas i j in  usaha yang masih ber laku untuk

kegiatan usaha sebagai  ber ikut  :

a .  Usaha jasa par iwisata,  terd i r i  dar i  :

1 ,  Jasa Bi ro Per ja lanan Par iwisata.

2.  Jasa Agen Per ja lanan Wisata.

3.  Jasa Pramuwisata.

4.  Jasa Konvensi ,  Peryalanan Insent i f  dan Pameran.

5.  Jasa Imoresar ia t ,

6 .  Jasa Konsul tan Par iwisata;

7.  Jasa In formasi  Par iwisata;

b.  Pengusaha Objek dan Daya Tar ik  Wisata terd i r i  dar i  :

1 .  Pengusaha Objek dan Daya Tar ik  Wisata Alam.

2.  Pengusaha Objek dan Daya Tar ik  Wisata Budaya.



3.  Pengusaha Objek dan Daya Tar ik  Wisata Minat  Khusus.

c.  Usaha Sarana Par iwisata,  terd i r i  dar i  :

1 .  Penyed iaan  Akomodas i .

2 .  Penyed iaan  Makan  dan  M inum.

3.  Penyediaan Angkutan Wisata.

4.  Penyediaan Wisata T i r ta .

5 .  Ka lasan  Wisa ta .

Pasal 12

1.  Subjek Retr ibus i  adalah orang pr ibadi  dan atau badan yang

menikmat i  a tau menggunakan jasa pelayanan yang d isediakan

atau d iber ikan o leh Pemer intah Kota untuk mendapatkan i j in

usaha par iwisata.

2.  Waj ib  Retr ibus i  adalah orang pr ibadi  dan atau badan yang

berkewaj iban untuk melakukan pembayaran ret r ibus i .

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN

Pasal  13

Retr ibus i  i j in  usaha par iwisata d igo longkan sebagai  re t r ibus i  per i j inan

tertentu.

Pasal 14

Retr ibus i  i j in  usaha par iwisata d i  pungut  d i  da lam Daerah Kota Langsa

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal  15

Tingkat  penggunaan jasa d iukur  berdasarkan atas :

a .  l u m l a h  u n i t ;

b .  F rekuens i  pe layanan ;

c.  Jenis  pelayanan usaha;

d.  Jangka waktu pelayanan (  lamanya pelayanan )

e.  Luas tempat  usaha.

BAB XI

PRINSIP DAN STRUKTUR DALAM PENETAPAN

STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 16

1.  Pr ins ip dan penetapan st ruktur  besarnya ret r ibus i  d idasarkan pada

asas kemampuan masyarakat  dan asas keadi lan.



2. Sasaran penetapan struKur dan besarnya tarif  retr ibusi

d imaksudkan untuk menutupi  b iaya penyelenggaraan pembinaan,

pengendal ian dan pengawasan usaha par iwisata.

BAB XII

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

1.  St ruktur  tar i f  re t r ibus i  d igo longkan berdasarkan jen is  usaha,

k las i f ikas i ,  go longan usaha dan jen is  investas i

2.  Tar i f  Retr ibus i  i j in  usaha Par iwisata adalah sebagai  ber ikut :

Klasi f ikas i Tarif

i  Biro Perjalanan Wisata Rp.  500.000 /  Usaha
Agen Perjalanan

Wisata Rp. 200.000 /  Usaha I
Konvensi per jalanan

Rp.  200.000 /  Usaha
Insent i f  Dameran

Impresariat  /  Event Rp.300.000 /  Usaha i

zso ooO I usanal
500.000 /  Usaha i
300.000 /  Usaha

Ro.200.000 /  Usaha

Rp.  300.000 i  Usaha

3. Tarif  Retribusi I j in Usaha Objek dan

sebagai  ber ikut  :

Daya Tar ik  Wisata adalah

t - - - - - ' l - .  
-

l i

l N o i

Klasifikasi A
Klasifikasi B
Klasifikasi C

Non Klasi f ikasi

Rp.
Rp.
Rp.

i
Rp.1000.000 /  usaha i
Rp.  750.000 /  Usaha iMus ik  L ive

._,_l_-.,_:,:*-- --

i  ]  l r  - l o K a m a r
i  + j  Panti Pi jat I  rr - Zo Kamar
I  i  1 2 1 -  K e a t a s

- '  - -  T
-lenis Klasifikasi

Gol 1 Kursi  50 buah keatas
Gol 2 Kursi  26 Buah - 49
Buah
Gol 3 Kursi  s/d 25 Buah

i

i  Cot f  Kursi  50 buah keatas I  Rp. 500.000 /  Usaha
i  Cot  Z  Kurs i  26  Buah -  49  Rp.  300.000 /  UsahaKaraoke 
I  ; ; . ;  I  $:  too.ooo 7 urur. ,o

I  I  ? " : , 1  . _  I  ^ P .  z u u . u v u  /  u > o r r o

I  Gol 3 Kursi  s/d 25 Buah ,l r j-t-- -- -t 
*- so^ooo z ramail

3  i  M a n d i  U a p  l U n t u k 3 - 5 o r a n g  l n p  7 5 . 0 0 0 / K a m a r  :
i  i  L,ntuk 6 orans keatas I  np 100.000 /  Kamar: lmaf  i

Rp.  100.000 /  Kamar
Rp.  75 .000 /  Kamar  i
Rp.  50 .000 /  Karnar  fr I  _ _1 ____ |

l l t l i
i  .  I  Bo la  Ge l i nd ing  /  i  i  ^ -  - 7R  Ao^  /  r ; na  1

5  L . - , " '  '  ' ,  i  R p .  7 5 . 0 0 0  /  l i n e  i
I  bow l rng  ,

l - - . I  -



Taman Rekreasi I
Pusat Rekreasi

Keluarga /  Taman
bermain  anak-

a n a k

Rp 100 /  lv l2

Padang Golf  dan i
Arena lat ihan golf  I

Gelanggang

___.. renang _
Kolanr

pemanc ingan

i  Pusat  kebugaran /

13 i  Perahu Dayung

R p .

200 /  M2

=-------+
i Perahu Layar / I
1 Speed Boat I

l n o o  /  M ?

1 0 0 0  /  M 2

300 /  M2

500 /  kurs i

2 . 5 A 0  / B u a h  l' l

l

Kereta gantung

Kereta Api Mini

Kendaraan

1 q
Tertutup
Terbuka

i

250.000 /  keg ia tan  ]
500.000 /  Keg ia tan  I

I  i  komers i l  li--|-- '--r__-
I  I  I  Ueia Besar 13 Bota Ukuran
i ,o i  Bora Sodok Bitt iard I stanoa,
I I I we;a Kecil Bola 3

z u  I  D U l d  J u u u K  D l l l l c l l u  i  J l c l l l u d l

, I Meja Kecil Bola 3_ +___ +__
l l

27 '  Keyboard R n  5 0 . 0 0 0:  ' . r .

Il i l
t i

C-ataLan : Bola sodok / Bi l l iard harus dit iadakan karena mengarah kepada

ma is i r  ( j ud i ) ,  khamar  (m inuman  yang  memabukkan)  dan

khalwat  (mesum).  B i la  o lah raga in i  d ibutuhkan o leh masyarakat

d imasukkan kedalam kelompok o lah raga d ibawah pembinaan

KONI .

4.  Tar i f  Retr ibus i  I j in  usaha Penyediaan Sarana Par iwisata adalah

sebagai  ber ikut  :



i s i 
ouJ:::l,un

Remaja
Rp. 25 o/o Tari f  Kamar x r

Jumlah Kamar

I
Rp. 50 o/o x Tarif Kamar I

v  ] r r m l : h  K 2 r n a r  I

Rp. 20 or 'o  x  Tar i f  Kamar
x  l um lah  Kan ra r

Rp.  20 o/o x Tar i f  Kamar
x  l um lah  Kan ra r

Rp.  20 o/o x Tar i f  Kamar
x - lumlah Kamar

x  lumlah Kanrar  ;
i

Rp.  500.000/Un i t

Rp.  400.000/Un i t

Rp.  300.000/Un i t

200.000/Un i t

100.000 i  Un i t

50 .000/buah

100.000/buah

1 50 .000/buah

200.000/buah

100.000/Usaha
50. Cl00/Usaha

Jenis

Hotel

Losmen

Hotel

Motel

Bungalow /  Vi l la
/  Wisma /

Pesanggrahan /
Rumah

Perist i rahatan

Klasifikasi

Bintang 1
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5

] np. 20 o/o x Tarif
i  Kamar x lumlah Kamar I

Luas tanah dan
bangunan diatas

1000 m2
Luas tanah dan

bangunan 501 m2
s/d  1 .000 m2

Luas tanah dan
bangunan 301 m2

s/d  500 m2
Luas tanah dan

bangunan 71m2 s /d
3 0 0  m 2

Luas tanah dan
bangunan s/d 70 m2

Daya Tampung 50
s/d 100

Daya Tampung 101
s /d  200

Daya Tampung 201
s/d 300

Daya Tampung 301
d keatas

NON AC

Rp.

Rp.

Rp.

5 . Tarif  Retribusi

sebagai  ber ikut  :

Jen is

Restaura nt

I j in  Penyediaan Makanan dan Minuman adalah

Tar i f

Rp.  500.000/  Usaha

Kelas A
- Gol 1 Kursi  60 Buah

Keatas

- Gol 2 Kursi  26 Buah -
59 Buah kursi

Rp.  300.000 /  Usaha

Rp.  200.000 /  UsahaRumah  Makan

Gol 3 Kursi



Warung Tenda

)asa Boga /
Toko Kue

dengan 25  Buah

Kelas B
-  Go l  1  Kurs i  60  Buah

Keatas

- Gol 2 Kursi  26 Buah -
59 Buah kursi

-  Gol 3 Kursi  sampai
dengan 25  Buah

Kelas C
- Gol 1 Kursi  60 Buah

Keatas

Gol 2 Kursi  26 Buah -
59 Buah kursi

Gol 3 Kursi  sa mpai
dengan 25 Buah

Luas Ruang Usaha i
sampai dengan 20 m2 i
Luas Ruang Usaha 21 -
2 5  m 2

Rp.  200 .000  i  Usaha

Rp.  150.000 /  Usaha

Rp.  100.000 /  Usaha

R p .  7 5 . 0 0 0  /  U s a h a

Ro.  50 .000 /  Usaha

R p .  2 5 . 0 0 0  /

R p .  1 0 0 . 0 0 0  /

5 0 . 0 0 0  /  U s a h a

7 5 . 0 0 0  /  U s a h a
100.000 /  Usaha

Rp.

Rp.
Rp.Luas Ruang Usaha 51 nr2

Keatas

Kater ing Rp.  100.000 /  Usaha

Pasal 18

Pendaf taran u lang I j in  Usaha terhadap objek sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal  11,  d ikenakan tar i f  re t r ibus i  sebesar  75 a/o

(Tujuh Puluh L ima Perseratus)  dar i  tar i f  sebagaimana yang d i te tapkan

da lam pasa l  17 .

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

1.  Bagi  waj ib  ret r ibus i  waj ib  mengis i  Surat  Pendaf taran Objek

Retribusi Daerah

Surat  Pendaf taran Objek Retr ibus i  Daerah sebagaimana d imaksud

pada ayat  (1)  harus d i is i  dengan je las,  benar  dan lengkap ser ta

d i tanda tangani  o leh waj ib  ret r ibus i  a tau kuasanya.

Bentuk,  is i  ser ta  ta ta cara pengis ian dan penyampaian Surat

Pendaf taran Objek Retr ibus i  Daerah sebagaimana d imaksud pada

Ayat  (1)  d i te tapkan o leh Peraturan Wal ikota.

2 .

3 .



BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 2O

1.  Berdasarkan SPdORD sebagaimana d imaksud dalam pasal  19 ayat

(1)  d i te tapkan ret r ibus i  terhutang dengan menerb i tkan SKRD atau

dokumen la in  yang d ipersamakan.

2.  Bentuk,  is i ,  ta ta cara penerb i tan Surat  Ketetapan Retr ibus i  Daerah

atau dokumen la in  yang d ipersamakan sebagaimana d imaksud

pada ayat  (1)  d i te tapkan o leh Wal ikota.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasa l  21

1,  Pemungutan ret r ibus i  t idak dapat  d iborongkan

2.  Retr ibus i  d ipungut  dengan menggunakan Surat  Ketetapan

Retr ibus i  Daerah dan atau dokumen la in  yang d ipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  22

1.  Retr ibus i  yang terhutang harus d i lunasi  sekal igus d imuka untuk 1

(satu ka l i )  masa ret r ibus i .

2 .  Pembayaran ret r ibus i  yang terhutang d i lunasi  se lambat- lambatnya

15 ( l ima belas)  har i  se jak d i terb i tkannya atau dokumen la in  yang

d ioersama kan.

3.  Tata cara pembayaran,  penyetoran dan tempat  pembayaran

ret r ibus i  akan d iatur  dengan keputusan Wal ikota.

Pasal 23

1.  Pembayaran ret r ibus i  d i lakukan secara tunai  I  lunas.

2.  Pembayaran ret r ibus i  sebagaimana d imaksud dalam pasal  17

diber ikan tanda bukt i  pembayaran.

3.  Bentuk,  is i ,  kual i tas,  ukuran buku dan tanda bukt i  pembayaran

ret r ibus i  d i te tapkan dengan Peraturan Wal ikota.

Pasal 24

Apabi la  berdasarkan hasi l  pemer iksaan d i temukan data baru dan atau

data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan

jumlah ret r ibus i  yang terhutang,  maka Wal ikota mengeluarkan SKRD

tambahan .



2 .

3 .

3 .

].

BAB XIV

rATA CARA PENAGIHAN

Pasal  25

Pengeluaran surat  teguran atau per ingatan atau surat  la in  yang

sejenis  sebagai  awal  t indakan pelaksanaan penagihan ret r ibus i

d ike luarkan segera sete lah 7( tu juh)  har i  se jak ja tuh tempo

pembayaran.

Dalam jangka waktu (7)  har i  sete lah surat  teguran atau

per ingatan atau surat  la in  yang se jenis ,  waj ib  ret r ibus i  harus

memenuhi  re t r ibus inya yang terhutang.

Surat  teguran sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  d ike luarkan

oleh pejabat  yang d i tun juk.

Pasal 26

Bentuk -  bentuk formul i r  yang d ipergunakan untuk pelaksanaan

penagihan ret r ibus i  daerah sebagaimana d imaksud pada pasal  25 ayat

(1)  d i te tapkan o leh Wal ikota.

1 .

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Set iap orang pr ibadi  a tau badan usaha par iwisata yang t idak

memenuhi  ketentuan yang d iatur  da lam qanun in i  dan te lah

ter jad i  pe langgaran Syar i 'a t  Is lam, d ikenakan sanksi  pencabutan

I j in  Usaha.

Dalam waj ib  ret r ibus i  t idak membayar  tepat  pada waktunya atau

kurang membayar ,  d ikenakan sanksi  adminst ras i  berupa denda

sebesar 2 o/o (dua perseratus ) setiap bulan dari retr ibusi yang

terhutang atau kurang d ibayar  dan d i tag ih dengan menggunakan

STRD.

Denda sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  d ikenakan pal ing

lama 24 (dua puluh empat  )  bu lan se jak keter lambatan dan

disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Wa3ib Retr ibus i  yang t idak melaksanakan kewaj ibannya sehingga

merugikan keuangan daerah d iancam pidana kurungan pal ing

lama 6  (enam )  bu lan  a tau  denda  pa l i ng  banyak  4  (empa t  )  ka l i

jumlah ret r ibus i  terhutang.

t



2 .

3 .

1 ,

2 .

Set iap orang pr ibadi  a tau badan usaha par iwisata yang melanggar

pasal  7  dan Qanun Syar i 'a t  Is lam, akan d iancam sesuai  dengan

ketentuan yang ber laku.

T indak  p idana  sebaga imana  d imaksud  pada  aya t  (1 )  pasa l  i n i

ada lah  pe langgaran .

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 29

Pejabat  Pegawai  Neger i  S ip i l  ter tentu d i l ingkungan Pemer intah

Daerah d iber i  wewenang khusus sebagai  penyid ik  untuk

melakukan penyid ikan t indak p idana d ib idang Retr ibus i  Daerah

sebaga imana  d imaksud  da lam Undang-Undang  Nomor  B  Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyid ik  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  adalah:

a.  Mener ima,  mencar i ,  mengumpulkan bahan bukt i  dan menel i t i

keterangan atau laporan berkenaan dengan t indak p idana

dib idang ret r ibus i  daerah agar  keterangan atau laporan

i .

tersebut  menjadi  lengkap dan je las;

Menel i t i ,  mencar i  dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pr ibadi  a tau badan tentang kebenaran perbuatan yang

di lakukan sehubungan dengan t indak p idana Retr ibus i  Daerah;

Meminta keterangan dan bahan buKi  dar i  orang pr ibadi  a tau

badan sehubungan dengan t indak p idana d i  b idang Retr ibus i

Daerah;

Memer iksa buku-buku,  catatan-catatan dan Dokumen-

dokumen la in  berkenan dengan t indakan p idana d i  b idang

Retr ibus i  Daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt i

pembukuan,  pencatatan,  dan dokumen-dokumen la in  seda

melakukan penyi taan terhadap bahan bukt i  tersebut .

Meminta bantuan tenaga ahl i  da lam rangka pelaksanaan tugas

penyid ikan t indak p idana b idang Retr ibus i  Daerah;

Menyuruh berhent i  dan atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat  pada saat  pemer iksaan

sedang ber langsung dan memer iksa ident i tas orang dan atau

dokumen yang d ibawa sebagaiman d imaksud pada huruf  e ;

Memotret  seseorang yang berkai tan dengan t indak p idana

ret r ibus i  daerah;

Memanggi l  orang untuk d idengar  keterangannya dan d iper iksa

sebagai  tersangka atau saks i ;

Menghent ikan penyid ikan ;

A

E .

f .

9 ,

n



3 .

4 .

k.  Melakukan t indakan la in  yang per lu  untuk ke lancaran

penyid ikan t indak p idana d ib idang ret r ibus i  daerah menurut

hukum yang dapat  d iper tanggung jawabkan.

Penyid ik  sebagaimana yang d imaksud pada ayat  (  1)

member i tahukan d imula inya penyid ikan dan menyampaikan hasi l

penyid ikan penuntut  umum, sesuai  dengan ketentuan yang d iatur

dalam Undang-Undang Nomor I  Tahun 1981 Tentang Hukum

acara Pidana.

Penyid ikan d i  b idang Pelanggaran Syar i 'a t  Is lam diserahkan

kepada pejabat  yang berwenang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Dengan d isahkannya Qanun in i  maka segala ketentuan yang

mengatur  Retr ibus i  Iz in  Usaha Par iwisata yang ber tentangan dengan

Qanun in i  d inyatakan t idak ber laku lag i .

Pasal 31

Ha l -ha l  yang  be lum d ia tu r  da lam Qanun  in i ,  sepan jang  mengena i

ketentuan pelaksanaannya akan d i te tapkan kemudian sesuai  dengan

ketentuan perundang-undangan

Pasal  32

Qanun  in i  mu la i  be r laku  pada  tangga l  d iundangkan .

Agar  set iap orang dapat  mengetahuinya,  memer intahkan

pengundangan Qanun in i  dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Langsa.

D isahkan  d i
pada tanggal

Langsa
27 QKsber_2!08,M
27 Svawal 7429 H

4",orA LANGT+P

.aa-
Diundangkan  d i  Langsa
pada tanggal  27 Oktober  2008 M

27 Syawal 1429 H

/N-sex ARIS DAERAH KOT^, /

0rnfu" ^ / 
-

SYAI

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OOB NOMOR 15


